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Program Pendaftaran Tanah Sisitematis Lengkap (PTSL) merupakann kegiatan pendaftaran tanah yang 
dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah wilayah desa yang meliputi pengumpulan dan 
penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis. Tujuan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap ialah mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui implementasi pelayanan pada program PTSL pada Desa Baturetno 
dan Desa Watugede beserta faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi pada program PTSL, dan juga 
solusi dari faktor penghambat program PTSL tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Model implementasi pada program PTSL tersebut menggunakan teori 
Edwards III (1980) dan juga menggunakan dasar- dasar hukum tentang pertanahan dan pelayanan publik. 
Namun, pada proses implementasi terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam proses 
implementasi pelayanan faktor pendukung pada program PTSL ini juga menggunakan teori Moenir (2014: 88-
119) ialah adanya lingkungan kerja yang baik, disiplin kerja yang baik serta adanya insentif dan juga motivasi 
yang diberikan oleh pemerintah desa maupun dari ketua beserta teman- teman petugas PTSL yang lain. 
Sedangkan, faktor yang menjadi penghambat dalam program menggunakan teori P. Siagian (2001) yaitu 
sumber daya nya baik petugas maupun masyarakatnya, dan juga sarana prasarana yang diberikan masih 
kurang maksimal. Impelementasi program PTSL pada Desa Baturetno dan Desa Watugede sudah berjalan 
dengan baik. Semua sertifikat sudah berhasil diserahkan kepada masing- masing pemohon. Walaupun ada 
faktor yang mendukung dan menghambat program ini namun petugas tetap menjalankan tugas dan 
kewajibannya dengan baik. Namun dalam proses pelaksanaan petugas diharapkan melakukan prosedural 
dengan baik seperti memberikan penyuluhan secara jelas, membentuk petugas sesuai kebutuhan dan 
kemampuan dilapangan. 
 





Implementasi merupakan aspek yang 
penting dalam proses kebijakan dan merupakan 
suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan yang 
sudah ditentukan melalui program-program agar 
dapat terpenuhi pelaksanaan suatu kebijakan 
tersebut. Dalam suatu pengimplementasian 
kebijakan perlu pelayanan yang maksimal dari 
suatu program tersebut. Pengoptimalan pelayanan 
publik yang dilakukan oleh pemerintahan bukanlah 
pekerjaan sayang mudah seperti halnya 
membalikkan telapak tangan mengigat 
pembaharuan tersebut menyangkut aspek yang 
telah mebudaya dalam lingkaran kebijakan 
pemerintahan. 
Implementasi atau pelaksaan keputusan 
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-
Undang, namun dapat pula berbentuk perintah- 
perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang 
pentin atau keputusan badan peradilan. Dalam hal 
ini pemerintah mengeluarkan program untuk 
memudahkan masyarakat dalam pengurusan 
sertifikat hak atas tanah yaitu program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini 
merupakann kegiatan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah 
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat 
dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan 
penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis. 
Tujuan dalam program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap ini demi mengurangi 
permasalahan sengketa dan memberi kepastian 
hukum kepada para pemilik tanah.  
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Dalam meningkatkan implementasi 
pelayanan publik pada program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) yang sesuai dengan 
Peraturan Menteri di Desa Watugede dan Desa 
Baturetno memperhatikan beberapa point yang 
tertera pada Peraturan Menteri tersebut. Dari 
beberapa uraian yang dipaparkan oleh penulis, ada 
beberapa hal yang menjadi urgensi bagi peneliti 
untuk mengangkat topik ini, yaitu : (1) Dasar 
Hukum, (2) Terkait dengan masalah pembiayaan di 
Desa Baturetno dan Desa Watugede yang berbeda. 
(3) Pembiayaan., dan (4) Keterbatasan Jangka 
Waktu. 
Dengan adanya beberapa point diatas maka 
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
perihal adanya perbedaan beberapa hal tentang 
sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL), maka dari itu penulis mengambil 
penelitian tentang “Impelementasi Pelayanan 
Publik Pada Program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Kasus Pada 
Desa Baturetno dan Desa Watugede Kecamatan 
Singosari Kabupaten Malang”. 
 
Rumusan Masalah  
1. Bagaimana implementasi pelayanan publik 
pada program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) di Desa Baturetno dan Desa 
Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang ? 
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor 
penghambat pada implementasi program 
pelayanan publik program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Baturetno 
dan Desa Watugede Kecamatan Singosari 
Kabupaten Malang ? 
3. Bagaimana solusi terhadap faktor penghambat 
pada implementasi program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Legkap (PTSL) di Desa Baturetno 
dan Desa Watugede Kecamatan Singosari 




Implementasi secara etimologis dapat 
dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian 
dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan 
penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. 
Implementasi mempunyai kedudukan yang sangat 
penting bagi suatu kebijakan pemerintahan. 
Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu 
proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga 
pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 




Edwards III (1980) berpendapat dalam 
model implementasi kebijakannya bahwa 
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh sebagai berikut: (1) Bureaucratic structure 
(Struktur Birokrasi), (2) Resoouces (Sumber Daya), 
(3) Disposisition (Sikap pelaksana), (4) 
Communication (Komunikasi). 
 
Pengertian Pelayanan Publik 
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik dalam pasal 1 (1) 
mendefiniskan pelayanan publik adalah kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 
setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan 
administrasi yang disedikan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Komponen standar pelayanan 
sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 
25 Tahun 2009 Pasal 21 yang dalam peraturan ini 
dibedakan menjadi dua bagian yaitu:  Komponen 
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: 
(1) Persyaratan, (2) Jangka waktu pelayanan, (3) 
Biaya/tarif Komponen standar pelayanan yang 
terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di 
internal organisasi (manufacturing) meliputi: (a) 
Dasar hukum, (b) Jumlah Pelaksana/ Petugas. 
 
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 
Objek Wisata 
a) Faktor Pendukung 
Pendapat Moenir (2014: 88-119) faktor- 
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pelayanan yaitu : (a) Faktor Kesadaran, (b) 
Faktor Aturan, (c) Faktor Organisasi, (d) 
Faktor Pendapatan,  
b) Faktor Penghambat 
Menurut P. Siagian (2001) efektivitas 
suatu program agar berjalan dengan baik ialah 
dengan pemanfaatan sumber daya, sarana dan 
prasarana dalam jumlah tertentu untuk 
menghasilkan suatu kegiatan yang baik yang 
sedang dijalankannya. 
Namun dalam Desa Baturetno dan Desa 
Watugede dua faktor yang telah disebutkan oleh P. 
Siagian menjadi faktor penghambat dalam proses 
pelaksanaan program PTSL. (a) Faktor 
Ketrampilan dan Kemampuan Sumberdaya.  (b) 
Faktor Sarana dan Prasarana Pelayanan.  
Kelengkapan sarana prasarana yang memadai 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 
Pengertian PTSL 
Boedi Harsono merumuskan pengertian 
pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan 
yang dilakukan secara teratur dan terus menerus 
untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan 
menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang 
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atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah 
tertentu dengan tujuan tertentu. 
 
Dasar Hukum 
Dasar hukum yang digunakan dalam 
pelaksanaan program PTSL in ialah : Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar- Dasar Pokok Agraria, Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, 
dan Peraturan Bupati Malang No.14 Tahun 2018 
Tentang Pembiayaan Persiaoan Pendaftaran Tanah 




Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Sukmadinata (2006:72) menjelaskan bahwa 
penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian 
yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena- 
fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 
maupun fenomena buatan manusia.  
 
Fokus Penelitian 
Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan 
penelitian sesuai dengan tema yang sudah diambil, 
dengan fokus sebagai berikut : 
1. Impelementasi Pelayanan Publik Pada 
Program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL)  menggunakan teori 
Edwards III (1980) berpendapat dalam 
model implementasi kebijakannya bahwa 
keberhasilan implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh sebagai berikut: (1) 
Bureaucratic structure (Struktur Birokrasi), 
(2) Resoouces (Sumber Daya), (3) 
Disposisition (Sikap pelaksana), (4) 
Communication (Komunikasi). Dan juga 
berdasarkan Undang Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu 
:  (a) Persyaratan, (b) Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur, (c) Jangka waktu, (d) Biaya , 
(e) Dasar hukum, (f) Jumlah petugas 
2. Faktor Pendukung Impelementasi Pelayanan 
Publik Pada Program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Kasus 
Pada Desa Baturetno dan Desa Watugede 
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang : 
(1) Faktor Pendapatan, (2) Faktor Aturan, 
(3) Faktor Organisasi, (4) Faktor Kesadaran.  
Faktor penghambat Impelementasi 
Pelayanan Publik Pada Program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi 
Kasus Pada Desa Baturetno dan Desa 
Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang. (1) Faktor Sarana, (2) Faktor 
Sumberdaya. 
3. Memfokuskan pada solusi terhadap faktor 
penghambat implementasi Pelayanan Publik 
Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) Studi Kasus Pada Desa 
Baturetno dan Desa Watugede Kecamatan 
Singosari Kabupaten Malang. 
 
Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana 
peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek 
yang akan diteliti. Lokasi dalam penelitian ini 
yaitu tempat dimana peneliti menemukan 
fenomena dari objek yang akan diteliti untuk 
memperoleh data atau informasi yang diperlukan. 
Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah 
di Kantor Desa Baturetno dan kantor Desa 




Yang dimaksud dengan sumber data dalam 
penelitian adalah subyek darimana berasalnya 
sumber data yang didapat oleh peneliti. Sedangkan 
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 
adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara  
b. Observasi   
c. Dokumentasi  
 
Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan terdiri 
dari data primer dan data sekunder.  
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh 
peneliti secara langsung (dari tangan 
pertama). Adapun wawancara akan 
dilakukan dengan informan atau narasumber 
yang memiliki data tentang Impelementasi 
Pelayanan Publik Pada Program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),informan 
atau narasumber dari penelitian ini antara 
lain : (1) Kepala Desa Baturetno dan Kepala 
Desa Watugede. (2) Sekretaris Desa 
Baturetno dan Sekretaris Desa Watugede. 
(3) Ketua dan beberapa anggota dari Petugas 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa 
Baturetno. (4) Ketua dari Petugas 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa 
Watugede. (5) Beberapa masyarakat dari 
Desa Baturetno dan Desa Watugede. 
b. Data Sekunder  
Merupakan data yang diperoleh peneliti 
berdasarkan telaah dokumen yang 
berhubungan dengan Implementasi 
pelayanan publik pada program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan 
membandingkan hasil wawancara yang 
didapatkan.  
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Teknik Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan peneliti 
menggunakan analisis interaktif  Miles dan 
Huberman, yang dibagi melalui beberapa tahap, 
yaitu:  
a) Pengumpulan Data,  
b) Reduksi Data,  
c) Penyajian Data 
d) Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi 
(Conclusion Drawing/ Verification). 
 
Teknik Keabsahan Data 
Pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan 
atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 teknik 
penelitian yang dapat dipergunakan dalam 
menempatkan keabsahan data yaitu : 
1. Kepercayaan (credibility)  
2. Keteralihan (transferability)  
3. Ketergantungan (dependanbility)  




Implementasi pelayanan publik pada program 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 
di Desa Baturetno dan Desa Watugede  
Dalam pelaksanaan program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan 
pelayanan terkait implementasi program PTSL 
tersebut.  terkait dengan adanya implementasi 
pelayanan publik pada hal ini penulis menggunakan 
Teori Edward III (1980) yang berpendapat dalam 
model implementasinya bahwa keberhasilan suatu 
implementasi diengaruhi oleh bebrapa hal yaitu: 
1. Struktur Birokrasi Dalam pelaksanaan 
program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) terdapat petugas dimana 
jumlah petugas PTSL pada masing- masing 
desa berjumlah 10 orang.  Dimana dalam 
struktural panitia ini terdiri dari ketua, 
sekretaris, bendahara, anggota dan juga 
operasional IT. Namun terjadi penambahan 
petugas untuk Desa Baturetno karena 
petugas IT di anggap masih kurang, 
sehingga ketua beserta pemerintah desa 
berdiskusi untuk menambah 3 petugas yang 
akan membantu dalam operasional IT. 
Namun untuk di Desa Watugede sendiri 
jumlah petugas induk Desa terdiri dari 10 
orang, namun petugas tersebut meminta 
bantuan kepada pihak ketua RT/RW 
setempat dalam proses pemberkasan dan 
pengukuran dimana hal ini bertujuan untuk 
mempercepat proses pendataan beserta 
pengukuran, sehingga proses penerbitan 
tanah akan terlaksana secara tepat waktu. 
2. Sumber Daya, adanya sumber daya yang 
berkualitas serta mumpuni merupakan hal 
yang penting bagi suatu kegiatan apapun. 
Pada proses implementasi program PTSL 
Desa Baturetno dan Desa Watugede 
merupakan salah satu yang menjadi faktor 
penghambat. Karena, masyarakat pada suatu 
Desa memiliki karakteristik dan pemahaman 
masing- masing, pemikiran masing- masing 
individu juga berbeda, sehingga jika ada 
masyarakat yang masih kurang percaya akan 
program pemerintah, hal ini menjadikan 
semangat bagi petugas PTSL yang bekerja 
dan pemerintah Desa untuk membuktikan 
bahwasannya program ini memang program 
yang baik dan bermanfaat.  
3. Sikap Pelaksana, Para petugas maupun 
sumber daya manusia juga harus memiliki 
sikap dalam proses pelaksaan implementasi, 
karena jika tidak diimbangi dengan sikap 
yang baik maka suatu impelemntasi tidak 
akan berjalan sesuai apa yang di harapkan. 
Salah satu indikator untuk mengetahui 
proses impelementasi pelayanan program 
PTSL sendiri ialah jangka waktu. Maksud 
dari jangka waktu ini ialah proses 
pembagian sertifikat dimana pembagian 
sertifikat ini menjadi beberapa tahapan. 
4. Komunikasi, Setiap kegiatan apapun 
komunikasi juga merupakan salah satu 
faktor yang sangat penting dan sangat 
dibutuhkan, dimana dengan adanya 
komunikasi yang baik, maka suatu 
implementasi akan berjalan dengan baik.  
Seperti halnya komunikasi terkait proses 
biaya/tarif pelayanan pada program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Salah satu 
indikator dalam implementasi program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah biaya 
pendaftaran untuk sertifikasi tanah. Proses 
pelaksanaan pelayanan publik pada program PTSL 
juga dapat dilihat dari standart pelayanan publik 
menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik. Berikut ini akan 
dipaparkan hasil dan pembahasan penelitiannya 
Pertama, dalam implementasi pelayanan 
publik program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) salah satu mekanisme atau 
prosedur yang pertama kali dilaksanakan sebelum 
melakukan pendaftaran yaitu adanya sosialisasi 
dari petugas kepada masyarakat untuk memberikan 
penjelasan, tujuan, dan manfaat serta persyaratan- 
persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Kedua, setelah adanya sosialiasasi dan 
pembagian formulir yang dilakukan oleh petugas, 
petugas melakukan pendataan, Pada tahap ini, 
petugas akan meneliti data yuridis. Ketiga yaitu 
proses pengukuran, petugas akan mengukur dan 
meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap 
ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, 
bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. 
Selain itu, pengukuran lahan juga 
memerlukan persetujuan dari pemilih tanah yang 
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berbatasan. Proses pengukuran ini dilakukan oleh 
pemerintah desa, BPN, serta ketua PTSL masing- 
masing desa dan juga pemilik tanah tersebut. 
Kelima proses sidang, dimana proses ini dilakukan 
oleh BPN dan didampingi oleh pemerintah desa 
dan petugas PTSL dari masing- masing desa, 
petugas beserta BPN akan menanyakan riwayat 
kepemilikan tanah, seperti pemilik sebelumnya, 
dasar kepemilikan (apakah merupakan hibah, 
warisan, atau jual beli), dan riwayat pajak (BPHTB 
dan PPh). Dalam proses sidang ini pemohon 
diperlihatkan berkas miliknya dan dipertanyakan 
sesuai penjelasan diatas. 
Keenam, yaitu proses pengumuman dan 
pengesahan, dimana selama 14 hari, pengumuman 
persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan 
ditempel di kantor desa, kelurahan, atau kantor 
pertanahan setempat. Pengumuman tersebut berisi 
daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang tanah, 
serta informasi lainnya. Ketujuh, proses yang 
sangat ditunggu oleh masyarakat yaitu penerbitan 
sertifikat tanah. Proses sertifikat tanah ini setiap 
desa memiliki kebijakan tersendiri dalam 
melakukan pembagian sertifikat. Pada Desa 
Baturetno proses pembagian sertifikat tanah 
menjadi 4 tahapan dikarenakan jumlah pemohon 
yang begitu banyak sehingga berkas yang masuk 
dan yang di input oleh petugas kepada BPN tidak 
semua ke input secara bersamaan. 
 
Faktor pendukung pada implementasi 
pelayanan publik program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Baturetno 
dan Desa Watugede Kecamatan Singosari 
Kabupaten Malang. 
Pendapat Moenir (2014: 88-119) faktor- 
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan 
atau dapat dikatakan yang mendukung proses 
pelaksanaaan yaitu: 
1. Pertama, faktor pendukung pada program 
PTSL ini ialah faktor kesadaran, dimana 
faktor ini menunjukkan jiwa seseorang untuk 
proses pelaksanaan. Seperti halnya ialah 
kesadaran dalam disiplin kerja, setiap 
petugas harus memiliki disiplin kerja yang 
harus ditanamkan dalam diri, karena 
menyangkut tanggungjawab moral pegawai 
pada tugas dan kewajibannya. bahwa untuk 
mengukur kedisiplinan kerja petugas PTSL 
ini adalah dengan berhasilnya sertifikat yang 
sudah tercetak, dan masyarakat pun tidak 
kecewa dengan hasil pelayanan yang telah 
dilaksanakan oleh petugas PTSL. 
2. Kedua, faktor aturan dimana aturan aturan 
merupakan perangkat penting dalam segala 
hal tindakan dan perbuatan orang. Peranan 
aturan harus dibuat, dipatuhi dan di awasi 
sehingga dapat mencapai sasaran sesuai 
dengan tujuan. Sebagaimana dijelaskan pada 
rumusan masalah ke 1 perihal dasar hukum 
terkait proses pelaksanaan dan proses 
pembiayaan  pendaftaran. Dimana pada 
masing- masing desa memiliki kebijakan dan 
peraturan masing- masing. 
3. Ketiga, faktor organisasi, dimana dengan 
adanya organisasi yang baik dan 
strukturalnya juga jelas maka juga akan 
menghasilkan lingkungan kerja yang baik. 
Lingkungan kerja yang baik juga akan 
membawa dampak positif bagi petugas 
PTSL pada masing- masing desa, untuk 
lingkungan kerja di Desa Baturetno dan 
Desa Watugede memang sudah baik dan 
tidak ada yang berbeda, karena mereka 
mempunyai tanggung jawab yang besar 
sehingga mereka menciptakan lingkungan 
kerja yang nyaman, sehingga para petugas 
pun dapat menyelesaikan proses 
pemberkasan dan peng-inputan data dengan 
tepat waktu, dan juga sertifikat masyarakat 
sudah jadi. 
4. Selain itu faktor pendukung yang terakhir 
ialah faktor pendapatan/ imbalan seseorang 
yang dimana hal ini juga tidak jauh- jauh 
dari faktor motivasi kerja kepada petugas 
baik itu berupa semangat ataupn dalam 
bentuk reward baik secara finansial maupun 
dalam bentuk reward yang lain. Dorongan 
keinginan pada diri seorang dengan orang 
yang lain berbeda sehingga perilaku manusia 
cenderung beragam didalam bekerja 
motivasi yang kerja memang sangat 
dibutuhkan, karena dalam menyelesaikan 
tanggung jawab sebagai petugas PTSL 
memanglah tidak mudah, sehingga 
dibutuhkan komunikasi antara ketua ke 
anggota, dan anggota satu dengan anggota 
yang lainnya, sehingga tercipta kekompakan 
dalam kerja tim tersebut. 
 
Faktor penghambat pada implementasi 
pelayanan publik program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Baturetno 
dan Desa Watugede Kecamatan Singosari 
Kabupaten Malang. 
Menurut P. Siagian (2001) efektivitas suatu 
program agar berjalan dengan baik ialah dengan 
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 
dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan suatu 
kegiatan yang baik yang sedang dijalankannya. 
Berdasarkan definisi tersebut peneliti 
menyimpulkan bahwa pelaksaanaan program akan 
berjalan dengan efektif dan berhasil dengan 
didukung oleh faktor -faktor pendukung seperti 
pemanfaatan sumber daya yang baik dan 
tersedianya sarana serta prasarana yang mumpuni. 
Namun dalam Desa Baturetno dan Desa Watugede 
dua faktor yang telah disebutkan oleh P. Siagian 
menjadi faktor penghambat dalam proses 
pelaksanaan program PTSL. 
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Salah satu yang menjadi penghambat pada 
program PTSL ini ialah keterbatasan sarana dan 
prasarana. Pihak pemerintah desa memang sudah 
memberikan sarana dan prasarana yang cukup, 
namun sarana dan prasarana yang dimiliki ini 
menurut petugas masih kurang sesuai, dimana 
untuk ruangan yang digunakan pada saat itu di 
Desa Baturetno ialah menggunakan ruangan 
sekretariatan desa dan aula kecil yang baru saja 
direnovasi. Namun untuk jaringan wifi sudah 
tersedia. Faktor penghambat lainnya ialah 
keterbatasan kemampuan dan ketrampilan sumber 
daya manusia baik pada masyarakat maupun pada 
petugas itu sendiri, dimana masing- masing desa ini 
keterbatasan SDM nya berbeda. 
 
Solusi faktor penghambat pada implementasi 
pelayanan publik program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Baturetno 
dan Desa Watugede Kecamatan Singosari 
Kabupaten Malang. 
Faktor penghambat yang peretama ialah 
keterbatasan sarana prasarana, dimana sarana dan 
prasarana dalam desa Baturetno ialah perihal 
tentang tempat yang dipakai oleh petugas, pada saat 
itu petugas menggunakan ruangan sekretaris desa 
sebagai tempat mereka bekerja. Solusi yang 
diberikan dalam keterbatasan sarana dan prasarana 
di desa Baturetno yang diberikan oleh pemerintah 
desa yaitu ruangan sekretaris sepenuhnya dipakai, 
beserta aula dan balai yang digunakan untuk 
pembagian sertifikat, serta aula dan juga ruangan 
sekdes yang digunakan sebagai tempat 
pemberkasan dan proses input data pemohon.  
Selain itu solusi yang diberikan dengan 
adanya keterbatasan sarana dan prasarana Desa 
Watugede ialah dengan memberikan penutup untuk 
penyimpanan berkas, dan berkas- berkas yang 
sudah menjadi arsip petugas. Namun selebihnya 
untuk sarana dan prasarana yang diberikan oleh 
pemerintah desa juga sudah baik menurut petugas 
karena masih banyak sarana dan prasarana yang 
diberikan oleh pemerintah desa. 
Faktor penghambat yang kedua ialah faktor 
kemampuan dan ketrampilan sumber daya, baik 
petugas maupun asyarakat sekitar. Solusi yang 
dapat diberikan dengan keterbatasan sumber daya 
ini dalam proses implementasi pelayanan pada 
program PTSL Desa Baturetno ini adalah terletak 
pada kurangnya petugas yang ahli dalam IT atau 
dalam mengoperasionalkan komputer/laptop 
sehingga pada musyawarah awal pada saat 
pembentukan awal yang tercantum hanya 11 orang 
petugas, namun pada saat musyawarah kedua untuk 
proses penyuluhan atau sosialisasi dan musyawarah 
perihal pembiayaan, ketua beserta pemerintah desa 
akhirnya merekrut 2 orang petugas yang mampu 
mengoperasionalkan komputer dimana hal ini 
bertujuan untuk menambah petugas IT yang 
nantinya akan bertugas dalam proses PTSL ini. 
Namun untuk di Desa Watugede keterbatasan 
SDM terletak pada partisipasi masyarakat, dimana 
masyarakat masih ada yang tidak percaya, namun 
pada saat sertifikat tahap pertaa jadi masyarakat 
pun akhirnya mendaftarkan diri, sehingga petugas 
dan pemerintah desa mengajukan penambahan 
kuota.  Namun, hal ini tidak terlalu membuat proses 
PTSL terhambat, setiap desa memiliki kebijakan 
masing- masing untuk mengatasi faktor- faktor 
seperti ini. 
Solusi yang diberikan pada saat itu ialah 
pihak pemerintah desa membuka kuota pendaftaran 
1.000 kuota, terbagi menjadi 2 tahapan pembagian 
sertifikat tanah. Dengan suksesnya kuota awal 
pembagian sertifikat ini, membuat masyarakat 
percaya bahwa program ini program yang baik dan 
masyarakat beranggapan bahwa program ini bukan 
program penupian, setelah itu, banyak masyarakat 
yang mengajukan, sehingga membuat petugas 
beserta pemerintah desa membuat pengajuan ke 
pihak BPN yang dimana hal ini bertujuan untuk 
menambah kuota pendaftaran kepada BPN, dan 
pihak BPN pun menyetujui dan menambahkan 
kuota sebesar 1.700.  
 
Kesimpulan 
1. Implementasi pelayanan publik pada 
program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) pada Desa Baturetno dan 
Desa Watugede. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan oleh peneliti terkait implementasi 
pelayanan publik program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) dengan 
menggunakan indikator standart pelayanan 
publik sesuai yang tertuang dalam Undang- 
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik dan juga menggunakan teori 
Edward III telah terlaksana dengan baik, hal ini 
dapat dibuktikan dengan terpenuhinya enam 
(6) standart implementasi yang baik, antara 
lain persyaratan, sistem, mekanisme dan 
prosedur dalam prosedur ini terdapat beberapa 
tahapan lagi yang dilakukan oleh petugas yaitu 
melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada 
masyarakat dalam proses ini petugas 
melaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP 
pelayanan, setelah melakukan penyuluhan atau 
sosialisasi petugas melakukan pendataan 
dimana masyarakat melakukan pendaftaran 
dan mengisi formulir yang telah dibagikan 
oleh petugas pada saat proses penyuluhan, 
setelah itu ialah melakukan proses pengukuran 
dimana dalam proses ini petugas dan 
masyarakat harus benar- benar bekerja sama 
namun dalam hal ini petugas sudah melakukan 
pelayanan dalam proses pengukuran sesuai 
dengan SOP pelayanan, setelah itu ialah 
tahapan sidang dimana petugas akan 
menanyakan riwayat kepemilikan tanah dan 
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data  pemohon serta kebenaran luas tanah 
tersebut, setelah itu petugas memberikan 
pengumuman awal dimana hal ini bertujuan 
agar masyarakat melihat ulang perihal data 
mereka. 
Setelah proses pengumuman dan 
pengesahan, 1-2 bulan selanjutnya penerbitan 
sertifikat, jangka waktu pembagian sertifikat 
ini setiap desa berbeda- beda namun hal ini 
tidak dikarenakan karena pemberkasan yang 
telah dikumpulkan oleh pemohon. Setelah itu 
ialah proses pembiayaan, dan dasar hukum 
yang digunakan, pembiayaan ini pada dasarnya 
menurut peraturan Bupati memang sudah ada 
ketentuan namun dapat di musyawarahkan lagi 
apabila operasional masih kurang. Setelah itu 
ialah jumlah petugas yang menjalankan 
program ini. Sejauh ini proses pelaksanaan 
PTSL berjalan dengan baik dan banyak 
sertifikat yang terbit. 
 
2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat 
pada implementasi pelayanan publik pada 
program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) pada Desa Baturetno dan 
Desa Watugede. 
Faktor pendukung implementasi : faktor 
kesadaran petugas dalam menjalankan tugas 
dan kewajibannya dengan cara disiplin kerja 
maksudnya yaitu petugas mampu 
menyelesaikan proses penerbitan sertifikat 
tanah. Ada juga faktor organisasi yang 
struktural dan lingkungan kerja memadai 
sehingga mampu menciptakan suasana yang 
nyaman bagi petugas- petugas dan pemohon 
yang akan mendaftar. Faktor pendapatan 
didukung juga dengan motivasi kerja yang 
diberikan oleh ketua ataupun pemerintah desa 
agar mereka juga semangat dalam melayani 
serta menyelesaikan segala berkas pemohon 
dan menerbitkan sertifikat pemohon.  
Hal ini juga didukung dengan adanya 
aturan- aturan yang telah berlaku, seperti 
halnya perihal pembiayaan, jika tidak ada 
aturan yang dibuat sebagai patokan maka 
petugas akan memberikan harga pendaftaran 
yang sangat membebankan masyarakat. 
Namun dengan adanya peraturan ini petugas 
menjadikan patokan dalam menentukan proses 
pembiayaan. 
Faktor penghambat implementasi : 
kurangnya ketrampilan dan kemampuan 
sumber daya manusia dalam memahami 
prosedural PTSL ini dan juga proses 
pembentukan petugas yang kurang baik 
sehingga menambah petugas yang ahli dalam 
mengoperasionalkan komputer/ laptop atau 
biasa disebut dengan petugas IT. Sarana dan 
prasarana yang diberikan juga kurang 
memadai, namun hal ini sebenarnya tidak 
membuat semangat petugas berkecil hati. 
Petugas PTSL tetap menajalankan tugas dan 
kewajibannya sebagai pemberi layanan kepada 
masyarakat. 
 
3. Solusi dari faktor penghambat pada 
implementasi pelayanan publik pada 
program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) pada Desa Baturetno dan 
Desa Watugede. 
Faktor penghambat yang pertama ialah 
keterbatasan sarana prasarana, dimana sarana 
dan prasarana dalam desa Baturetno ialah 
perihal tentang tempat yang dipakai oleh 
petugas, pada saat itu petugas menggunakan 
ruangan sekretaris desa sebagai tempat mereka 
bekerja.  
Solusi yang diberikan dalam 
keterbatasan sarana dan prasarana di desa 
Baturetno yang diberikan oleh pemerintah desa 
yaitu ruangan sekretaris sepenuhnya dipakai, 
beserta aula dan balai yang digunakan untuk 
pembagian sertifikat, serta aula dan juga 
ruangan sekdes yang digunakan sebagai tempat 
pemberkasan dan proses input data pemohon. 
Solusi yang diberikan dengan adanya 
keterbatasan sarana dan prasarana Desa 
Watugede ialah dengan memberikan penutup 
untuk penyimpanan berkas, dan berkas- berkas 
yang sudah menjadi arsip petugas. Faktor 
penghambat yang kedua ialah faktor 
kemampuan dan ketrampilan sumber daya, 
baik petugas maupun asyarakat sekitar.  
Solusi yang dapat diberikan dengan 
keterbatasan sumber daya ini dalam proses 
implementasi pelayanan pada program PTSL 
Desa Baturetno ini adalah terletak pada 
kurangnya petugas yang ahli dalam IT atau 
dalam mengoperasionalkan komputer/laptop 
sehingga ketua beserta pemerintah desa 
akhirnya merekrut 2 orang petugas yang 
mampu mengoperasionalkan komputer dimana 
hal ini bertujuan untuk menambah petugas IT 
yang nantinya akan bertugas dalam proses 
PTSL ini. 
Namun untuk di Desa Watugede 
keterbatasan SDM terletak pada partisipasi 
masyarakat, dimana masyarakat masih ada 
yang tidak percaya, namun pada saat sertifikat 
tahap pertaa jadi masyarakat pun akhirnya 
mendaftarkan diri, sehingga petugas dan 
pemerintah desa mengajukan penambahan 
kuota. Kuota pertama sejulah 1.000 petugas 
mengajukan permohonan lagi sebesar 1.700 . 
 
Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
diuarikan sebagai salah satu tanggungjawab 
pelayanan kepada masyarakat maka pelayanan 
harus dilakukan sebaik dan seoptimal mungkin. 
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Sehingga program PTSL pada Desa Baturetno dan 
Desa Watugede ini dapat berjalan dengan baik. Dan 
jika ada tahap kedua program PTSL ini petugas 
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. 
Berikut bebrapa saran yang peneliti dpat berikan : 
a. Pembentukan petugas pelaksanaan PTSL 
yang disesuaikan dengan peraturan dan juga 
kebutuhan dalam menjalankan program 
PTSL. 
b. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi 
yang jelas kepada masyarakat sehingga 
masyarakat dapat mengerti dengan baik dan 
jelas. 
c. Memperluas sarana dan prasarana karena hal 
ini juga menjadi penghambat jika program 
ini memerlukan ruangan yang sangat besar 
yang digunakan petugas dan digunakan 
untuk pembagian di tahap- tahap yang akan 
datan. 
d. Masyarakat seharusnya juga berperan aktif, 
dan mengetahui manfaat dengan adanya 
program PTSL ini sehingga dapat 
menyukseskan program PTSL ini 
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